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KEPALA DESA TEMPAK 
 

RANCANGAN PERATURAN DESA 

NOMOR 1 TAHUN 2024 

 
TENTANG 

 

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI  

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA 

TAHUN ANGGARAN 2023 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

KEPALA DESA TEMPAK 

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 70 ayat (2) 
Peraturan  Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 

tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Desa  
menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi 

APB Desa kepada Bupati/Wali Kota melalui camat setiap 
akhir tahun anggaran yang ditetapkan dengan Peraturan 

Desa; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan 

Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realiasi 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) 

Tahun Anggaran 2023; 

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam 

lingkungan Propensi Jawa Tengah; 

2. Undang- undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari 
korupsi dan nepotisme (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahaun 1999 Nomor 75, tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana 
telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 19 Tahun 

2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang- undang 
Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan 

Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahaun 2019 Nomor 197, tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6409); 

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

SALINAN 



- 2 - 
 

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 

tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5495); 

6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 
tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat 

dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang 
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4575); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4594); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2006 Nomor 
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4614); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 

Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana 
telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan 
Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 
tentang tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang 

Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang 
Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6623); 
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14. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang 

Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883); 

15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 

2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan 
Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 136); 

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 
tentang Pedoman Tehnis Peraturan di Desa (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5694); 

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 

tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2016 Nomor 53); 

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 

tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037); 

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 
tentang Badan Permusaywaratan Desa (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89); 

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611); 

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 

tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1496); 

22. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal 
dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 
2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203); 

23. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah 

Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 
tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan 

Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan 

Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 
2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, 

Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi 
Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum 

Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 

530); 

24. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah 
Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 

Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan 
Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan 

Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik 
Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252); 

25. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah 
Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 

Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana 
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Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 

Nomor 868); 

26. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 

201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 

1295); sebagaimana telah diubah Peraturan Menteri 
Keuangan Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2023 
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan 

Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana 
Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 

Nomor 759); 

27. Peraturan Gubernur jawa Tengah Nomor 17 Tahun 2018 

tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Desa di Provinsi Jawa Tengah (Berita 

Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 17); 

28. Peraturan Gubernur jawa Tengah Nomor 18 Tahun 2018 
tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Badan 

Usaha Milik Desa (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah 

Tahun 2018 Nomor 18); 

29. Peraturan Daerah kabupaten Magelang Nomor 10 Tahun 
2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran daerah 

Kabupaten Magelang Tahun 2023 Nomor 10); 

30. Peraturan Bupati Magelang Nomor 4 Tahun 2017 tentang 

Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Magelang 
Tahun 2017 Nomor 4) sebagaimana telah diubah 

beberapa kali dengan Peraturan Bupati Magelang Nomor 
58 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Peraturan 
Bupati Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Alokasi Dana Desa 

(Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2020 Nomor 

58); 

31. Peraturan Bupati Magelang Nomor 5 Tahun 2017 tentang 
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa dan 

Perangkat Desa (Berita Daerah kabupaten Magelang 

Tahun 2017 Nomor 5); 

32. Peraturan Bupati Magelang Nomor 38 Tahun 2018 

tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah 
Kabupaten Magelang Nomor 17 Tahun 2017 tentang 

Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah kabupaten 

Magelang Tahun 2018 Nomor 38); 

33. Peraturan Bupati Magelang Nomor 2 Tahun 2018 Tentang 
Kedudukan Keuangan Kepala Desa, Perangkat Desa dan 
Staf Perangkat Desa di Kabupaten Magelang (Berita 

Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2018 Nomor 2), 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 

Peraturan Bupati Magelang Nomor 57 Tahun 2020 
Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati 

Magelang Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Kedudukan 
Keuangan Kepala Desa, Perangkat Desa dan Staf 
Perangkat Desa di Kabupaten Magelang (Berita Daerah 

Kabupaten Magelang Tahun 2020 Nomor 57); 

34. Peraturan Bupati Magelang Nomor 6 Tahun 2019 Tentang 

Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan 
Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Magelang 
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(Berita Daerah kabupaten magelang Tahun 2019 Nomor 

6); 

35. Peraturan Bupati Magelang Nomor 7 Tahun 2021 tentang 

Perubahan atas Peraturan Bupati Magelang Nomor 47 
Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan 

Desa (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2021 

Nomor 7); 

36. Peraturan Bupati Magelang Nomor 1 Tahun 2022 tentang 

Kode Etik Penyelenggaraan Pengadaan Barang dan Jasa 
di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang (Berita 

Daerah kabupaten Magelang Tahun 2022 Nomor 1); 

37. Peraturan Bupati Magelang Nomor 72 tahun 2022 tentang 

Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Desa Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah kabupaten 

Magelang Tahun 2022 Nomor 72); 

38. Peraturan Bupati Magelang Nomor 73 tahun 2022 tentang 
Pedoman Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah 

kabupaten Magelang Tahun 2022 Nomor 74); 

39. Peraturan Bupati Magelang Nomor 28 tahun 2023 tentang 

Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah kabupaten 

Magelang Tahun 2023 Nomor 28); 

40. Peraturan Desa Tempak Nomor 05 Tahun 2017 Tentang 
Susunan Organisasi dan Tata Kelola Pemerintah Desa 

(Lembaran Desa Tempursari Tahun 2017 Nomor 05); 

41. Peraturan Desa Tempak Nomor 02 Tahun 2019 tentang 

Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan 
Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa 

Tempursari Tahun 2019 Nomor 02); 

42. Peraturan Desa Tempak Nomor 04 Tahun 2020 tentang 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 

2020- 2026 (Lembaran Desa Tempak Tahun 2020 Nomor 

04); 

43. Peraturan Desa Tempak Nomor 05 Tahun 2022 Tentang 
Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2023 (Lembaran 

Desa Tempak Tahun 2022 Nomor 05); 

44. Peraturan Kepala Desa Tempak Nomor 02 tahun 2023 
tentang Penetapan Keluarga Penerima manfaat Bantuan 

Langsung Tunai Desa (BLT Desa) Tahun 2023 (Berita 
Desa Tempak Tahun 2023 Nomor 02),sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Kepala Desa Nomor 03 tahun 
2023 tentang Perubahan Penetapan Keluarga Penerima 
Manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT Desa ) Tahun 

2023 (Berita Desa Tempak Tahun 2023 Nomor 03); 

45. Peraturan Desa Tempak Nomor 02 Tahun 2023 tentang 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 
2023 (Lembaran Desa Tempak Tahun 2023 Nomor 02) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Desa 
Tempak Nomor 05 Tahun 2023 tentang Perubahan atas 
Peraturan Desa Tempak Nomor 2 tahun 2023 tentang 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 

2023 (Lembaran Desa Tempak Tahun 2023 Nomor 05); 
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Dengan Kesepakatan Bersama 

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TEMPAK 

Dan 

KEPALA DESA TEMPAK 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkankan : PERATURAN DESA TEMPAK TENTANG LAPORAN 

PERTANGGUNG-JAWABAN REALISASI PELAKSANAAN 
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TEMPAK 

TAHUN ANGGARAN 2023 

  Pasal 1 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 

2023 dengan perincian sebagai berikut: 

 

1. Pendapatan Desa Rp. 1.727.477.029,00 

2. Belanja Desa   

a. Bidang Penyelenggaraan 
Pemerintah Desa 

Rp. 695.772.539,00 
 

b. Bidang Pembangunan Desa Rp. 575.161.700,00 
c. Bidang Pembinaan 

Kemasyarakatan 
Rp. 124.324.390,00 

d. Bidang Pemberdayaan 
Masyarakat 

Rp. 197.863.400,00 

e. Bidang Penanggulangan 
Bencana, Darurat dan  

Mendesak Desa 

Rp. 144.000.000,00 

Jumlah Belanja Rp. 1.737.122.029,00 

Surplus/Defisit Rp. 9.645.000,00 

3. Pembiayaan Desa   

a. Penerimaan Pembiayaan Rp. 9.645.000,00 

b. Pengeluaran Pembiayaan Rp. 9.645.000,00 

Selisih Pembiayaan ( a – b )  Rp. 0,00 

 

Pasal 2 

Uraian lebih lanjut mengenai  hasil pelaksanaan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 
1, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini yang terdiri 

dari: 

a. Lampiran I : Laporan Keuangan; 



- 7 - 
 

b. Lampiran II : Laporan Realisasi Kegiatan Periode 01 

Januari – 31 Desember Tahun Anggaran 

2023 

c. Lampiran III : Daftar program sektoral, program daerah 
dan  program lainnya yang masuk ke 

Desa. 

Pasal 3 

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan 

bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini. 

 

Pasal 4 

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya 

dalam Lembaran Desa Tempak. 

 

Ditetapkan di  Desa Tempak 
Pada tanggal  16 Januari 2024 

 
KEPALA DESA TEMPAK 
 

 
ttd 

 
SUSANTI 

 
Diundangkan di  Desa Tempak 
Pada tanggal : 16 Januari 2024 

 
SEKRETARIS DESA TEMPAK 

 
ttd 

 
AGUS SURAHMAD 
LEMBARAN DESA TEMPAK TAHUN 2024 NOMOR 01 

 

 
 

 
 

 
  
 

Salinan sesuai dengan aslinya 

SEKRETARIS DESA TEMPAK 
 

 
 

AGUS SURAHMAD 



 

 


